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FERATURAN DALRAH
KOTAM ADVA DATPAH T!NGKAT‘

11 KUPANG
NOMOR @ 16 TAHUN 1998

i |
" TENTAINC L ‘
PREITRIMIST TZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IMAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG

hishwa denpgan telah ditetapkannya Undang-und .ng Momar
LU Tabure [eNy 0 ventvang Pajak  Daereh dan  tetribuvi
Daecralr maka Peraturan Daerah Kotamady + Dacrah
Tinghat Il Kupang tentang Retrﬁbu51 Izl |TrayeR
perlu disesuaikan; | :

|
untuk melaksanakan
menurut huruf | a,
menetapkan'?oraturan
Kupang tentang Retrlb1sg l2
pemblnaan, pengawisan gnn
terclptanya Kesclmbangan
Jasa angkut:n,

penyeéuaian se. a$aimana
dlipandang pevlu; untuk
baerah \otamadva

bahwa
dimaksud
menyusun dan
Daerah Tingkat 11
Trayck yang mencakup
pengendalian dalam rangka
antara penyedluan dan penawaran
P

Undang-urdang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peubcntubnn
Kotamadys baerah Tingkat | Il Kupang (Lembarsan [Negar

Tahun 1996 Nomor uz.‘ Tam%ahan Lembaran Negara NOIDP
3623 ) \ [

Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 37, Tambahan mebmranﬂNegara Nomor 20.7 |);

tentang Huiun Acara

Undang-undang Nomor é Tahun 1981
1981 Ne mao|r 75,

Pldana (Lembaran Negara Tahun

Tambalian Lembaran Negara Nomor 3?0ﬁ1; .
Undang-undang Nomor 1Lk Tahun 1992 tgnthngi Lalu
Lintas dan Angkutan. Jal (Lembaran Nega:a | Tahun

Tambahan Lembaran Negara 3&&');)

| w3 . !
Undang-undang Nomor 18 |Tahun 1997 tentang | Pajak
Daerah dan Retrlbusi Daerah (Lembaran _
19972 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nam..r Pﬁ&ﬁ):

L9920 Nomor &9,

Tahun 1982 tentlang

Pemerlntah Nomor 36 !
Tahun 1981

Peraturan
Undang-undang Nomor 8

Pelaksanaan

‘entang Hukum Acara Pldana (Lembaran TabLun 1983
Nomur 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238),
Pemerintah NMomor 22 rahun 1990 tentang

Peraturen
Penvaranan Sebaglan Urusan, Pemerintahan dalam Bldang

Negura! Tahun

Tnﬂlllf

Laty Lintas dan Anglkutan Jalan kepada Daerabh :
| dan Dacrah Tingkat I (Lembaran Negara Tfhgn 1~92{
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor_: 1)27),,f'j
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3. Peraturan’ Pemerintah Nomor 4l Tahun 15934 tenlang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1933 Namor Sg,
Tambahar Lambaran Neeajd 3527);

) .

9. Peraturan Pemerintah Nomsr 42 Tahun 1992 tentang

Pemeriksaan XKendaraan W :
Negara Tahun’;S?s Nomo
Nomor 23527 );

W 58, Tambahan Lembaran Negara

|
10. Peraturan IPemcarintah Nomor 20 Tahun 1797 tentang

Retribusi Daerah (, Lembaran Negara Tahuuw 1997 Memor
55, Tambahan ‘Lembaran Negara Nomor 2692 i}
| .

11, Peraturan Pemzrintah Nemor 43 Tahun 1993  tentang
Praczarara dan Lalu Lintaz Anghkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1932 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3541);

12, Keputuzan Menter! Perhubungan Nomor KM 63 Takun 1993
tentang Penyelenggaraan Angkutan Oranyg di Talan
dengan Kendaraan Bermotor; - [

13. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 17. Tahun 1997
tentang Frosoedur Ppnge\ahnn Peraturan Danra h'tcntany
Pajak Daeral dan Retribusi Daerah ; ‘

1. Keputusan Fenteri Dalam!Neger! Nomor 174 Tahun 397
tentang Pedeman  Tala | Cara DPemungutan  Rptribya
Dagrah; ‘

15, Keputusan Manter| Dajam‘Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Sedomen Tata ICara Pemeriksaanr dl| bidanyg
Retribusi Daerah.

|
|

' | ' |
Dengan Persetujuan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Kotamadyd Dacral
Tingkat 11 Kupang. i - : Eo*

: i
! WE M UT U S KAN ' !
i

Menetapkén‘ - PERATURAN DAERAH HNOTAMADYA  DALRAH TINGKAT I KUPAM
y TENT%NC RETRIBUSI iZ[N TRﬁYEK
L B AB I,
KETENTUAN UM M
o Pasal | ] }
. | .""': i {1
Dalam Peratpran Daerah ini yang dimaksud ldengan
a, Daerah adalah Ko‘amadya Dseranh Tlngkat!l Il Kupang.
ho Bomerintah Dasral  adalah femerintal  Rotamadye .baerah  Tingkat 11
' Kupang. ‘ :

9} Kepala Daerah adalah A Wallikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
© Kupang.
d. Dinas L&Iu Lintas das Anglkuatan | Jalan adalah Dinas Lald Lirtas dan

Angkutan'Jalan’ Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kupahng t@ﬁf' }
|

Barmotor di Jalan ( lLembarann:
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Angkutan adalah P mincdahan Orang atau  Barang dari suatu lémﬁal ke

tempat lain dengﬁn menggunakan kendaraan bermotor; -

Angkutan Kota adalah Angkutan dari §uatu tempat ke ?emﬁat yang

lain dalam wilayah Kotamadya Daerah Tlngkat 11 Kupsang| dengan

mempergunakan mnb;i fus Umum/Angkutan Penumpang Umum yang|terkalt

dalem trayek tufap dan teratur; : | i

Angkutan Taksi adalah Angkutan yang merupakan pelayanan darl pintu

ke pintu dalam wilayain aperasl terbatas' T

lzin Trayek adalah 1zin  yang diberl an ‘untuk pelayanan Angkutan

orang dengan kendaraan umum daiam tra ek‘tétap dan tera*ur!

i. 12in Insidentil agalah izin penyimpangan darl trayek ya\g dllayani
untuk Angkutan Hota dalam Wllayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Kupang yang dikeluarkan oleh Kepala Dimas Lalu Lintas d*n Anglkutan
Jalan;

bo BUFAT  MelsTapian zi.=:-t-z'-éhw»1 baerah  yang  dapatr dizingkat grERb,
adalal BUFAt  FoputUsan Yans METIET T UHER fienarrya  jumlal Fateiluai
yang terutang;

k, Surat Tagihan Retricuzi Daerah yang dapat disingkat <STRD adalah
surat untux melakukan tagihan retrlbusl atau sankal administrani
berupa bunga atau denrda; | . |

1. Surat pemberitabiuvan Relribusi Daerah yang dapat dis[ngknt SPPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wa)Jib Retribusl untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran  yang terutang ' menurut ptraturan
Retribusi:

. SKRDLE adalan Surat Ketetapan Rptribu%j Daerah Lebih Bayar ;

n. Trayek adalah pelayanan angbutan orang dengan kendaraan umum dalam

trayek tetap dan taratur

DAB 1D ,
PERIT Z I NAIN -
Pasal 2

|

\

‘ | .

Setiap arvang pribadi/oadan Hukum yang menyelenggarakarn ﬂngnut n QFAng

dengan kendaraan umuin harus mendapatkan' izin usaha dan 1z2ip trayek
darl Kepala Dacral. i § : - ‘

Pasal ' 3
(1) Izin sebage lman. < imaksud ,ﬁada - pasal 2 diberikah aLas

permohonar arang pribuadi dan atau Badan Hukum yang b’r,hngku:an
sesuai dengan hkotentunn dan eyarat-syarat yang telah dli@tﬂpﬂﬂh
disertai pertimbangan dari Dinas LLAJ; |

(2) Pertimbangan dineksud pada ayat (1) pasal Inil, haruP sudah
diterima olueit mepala paerah . atau- . Pajabat yang dltunjuk
.selambat-lambainya 14 (empat ' belas) hafJ, se}gk permohaonan

"dliterima oleh sercara lenghkap; EP . .
(3) Perméhanan sin dimaksud  dapat  dl erima' atau dltolak setelah

i ] da ayat (2)
; erhatikan pwrtambxngan sebagaim na dimaksud pa
QE?Q! Inl dan hasll gsurvey factar muatan (Load  Pactor)

selambat-lambatnya dalam waktu. iu (e pat belasj harl knrja.
E ‘ l
Dasal‘ b

(1) Masa Dberlaku lzln trayek sebagalmana dlmaksud paym ;pésal
Peraturan Daerah ini adalah selama L (llma) tahun Lo

2.
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penawaran jasa angkutan.

(2) Masa Izin Iasidentil hanya | (sahu) kali perijalanan pergi pulang.
Pasal | &

(1) Untuk ketertibarn pelaksanaan lzin sebagaimana dimaksud pada pu La |
2 Peraturan Daerah ini dilakukan‘pengendalian darn pengaweasan ieh
Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

(2) Pengendalian dar. pengawasan terhpd‘ mobil Angkutan Penumpang dan

? Kendaraan Taksi dilakukan dengan rtu pengawasan yang |berlaku
paling lama | (satu) tahun;

(}) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Y dan ayat (2) pasal Inl | dllakukan terhadap pemenuhan

" ketentuan-ketentuan tersebut da”am sdrat lzin,

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 6 i |
v1] Dengan nama Retribusi Izin Trayek dlpungut retribusi ataé setiap
“lzin trpyek Angkutan Kota dan Izln Insidentlil.

(2) Obyek retribusl adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah

' Daerah berupa ‘pemberian Izin Trayek Angkutan Kota dan Izin
Insidenti], / ' i

{3} Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau" Dbadan hukum’
yvang memliliki kendaraan bermotor wajlb lzin travek Angkutan Kota
dan izin insidentil, i |

B AB 1V 1
GOLONGAN RETRIBUSIT DAN WILﬁYAH PEMUNGUT AN
] Pasal 7

(1) Metribusi lzin i Trayek termasuk golongan retribugj parizinan
“tertentu.

(2) TRetribusi izin trayek dlpungut dij wilayah tempat kendaraan
bermotor wajib izin terdaftar dtau beroperasi di Daerah.

| | |
B ADB iV \
CARA ’MBN( URUR T INGEAT PENGGUMAAN TASA |
T’uu‘ll 2 : .
i | |

Tirgkat Penggunaan [jasa izin trayek deuknr ber@asarkan k]?&f{lk??{:

Jumlah — dan Jangka wakty (faod tﬂu1uv)J lﬁmhﬁflﬁﬁ. lz!q L?rmg?ﬂryqu

jenls dan kapasitas Rendaragn Se¥Td e os imbangan  permintgan  san

B ADB VI
PPINQI# PENETAPAN STRUKTUR WARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- |
i ‘ i l2in | trayek
da sasaran daiam penetapan tarif retribusi L
i;;EZizn koqa dan tzin insidentil didasarkan -pada tu;uan‘kcdntﬁpgﬁ?
yang layak untuk — menutup sebaglan' | atau sama Ideng?? l:ﬁ)?
penyelenggaraan lzIh trayel yang néﬂlputl blisya ~survey, p.:yi
percetakan dokumen, bhiaya adminiztrasi, biaya formulir fzin, ;l:i;
pendukung, kemampua masyarakat, aspek keadilan dan penn iré
perundang-undangan yany ber!aku.;rf q
. - k& .' . Yy
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_ LA B}Vll
STRUETUR DAN BESARNYA TARIFE
Pasal 10

o : i
>etirap pemberian 121 travek dikenakan retribusi.
; i

I
|
i
i

Pasal 1!

; T g, b N ] . ; -
| (1) R?tixbusn fes o Trayelt sebagaimana dimaksud pada sasal Lo
i Puruluran. Da?raL s ditetapkan sesuai kapasitas teapat  duduk
untuk setiap kendaraan pertahun sebagai berikut. : |
Mo b i c A Ve sy e ! i
8. Mebil Buc Umum “izngan kapaslitas kurang dari 12 termpat duduk,

- fe?@snr Rp. 50.000,~ (lima puluh ribu rupiah); I
Lo Mobil Bus Umum dengan  kapasltas darl 13 - 17 tewp$t duduk,

sebesar Rp.  ¢0.000,~ (enam puluh rlbu rupfah);

; C. MobIl Rus Umum dangan kgpasitaS'darl 18 - 23 tempét duduk,
| sebgsar Rp. 70,000, - {tujuh’ puluh ripu rupiah);

| d. ?obul Buf Umum dengan Kkapasltas dari-24 =~ 40 tewpat duduk,
! ,gbpsar Rp. eq.0u0.- (delapan pu“uh ribu ruplah);

| (2) Retribusi pemherian (zin Insident!l! angkutan penumpang umum
I dltgtapkan sebesar Rp, 5.000,-  (lima ribu ruplah) sekall
’ﬁ"\ per;ul?nan ; : |

P (3) Rgtrlbus[ pemberian izin pengoperasian taksi, svbagaimana
S dimaksud pada ‘pacsal ? Peraturan Daerah [nl sebesar Rp, @no,0n00,~
:?rﬁ (emam puluh rilu rupiah) setlap kendaraan pefrtahun; |

vie (:) Setiap fmutasi lrayel] dikenakan retrlibusl  sebagalmana tpreantum

pada ayat (1) pasal ini.

L A B VIII
SANKST ADMINISTRASI

Pasal 12 |
Wajib retribusi tertent sesuai pasal I'l Peraturan Daerah ini yang
' tidak membayar tepat pada waktunyaiatad kurang membayar, dlkenakan
i sanks] administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)| setjap
; bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibgyar dan

dltaglh dengan manggunakan Surat Tag“han Fetrngsi Daeral . i

Pasal |13

: i
Setiap pemilik lzin trayek yang melanggar Kketentuan,K sebagaimana

~ dlmaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Inl dapatr dlkenakan

A tindaken penundaan pemnerian fzin trayek.
. |

_)_ _

B AB IX.
MASA RETRIBUST, SAAT RETRIBU$I TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN: TERUTANG j'}.“-.
Pasal L& , ST

: : ‘
Masa retribusi izin trayesk Angkutan Kota adalah setlap 1 (satu) tahun
sekall dan atau pada saat mengajukan izin insidentl]l daP atau

permohonan pindah trawvek.

L

| \
Pasal %J l

l
surat Keputusan Retribusi Daerah Terutang |adalah Surat Keputusan yang .
menetapkan besarnya jumlah rz2tribusi yang terutang sesual nasal 12
Peraturan Dzaerah ini, yany ditetapkan berdasarkan SKRD...—

| “

‘

AP,
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|
f
Fasal
1
Surat penerpitan Retribusi terutang adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusl dan atau sanksi admnistrasi Dberupa bunga atau
denda, yang berdasarkan STRD. ;

B A B' X
CARA PENETAPAN
Pasal 17
(1) Penetapan Retribucsi berdasarkan SPPTD‘ad lah suratl yang digunakan
oleh wajlb retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
yang terutang menurut Peraturan Reftrlbusi dengan menerbltkan
SKRD; ‘
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh |Wajib Retribusl s 2bagaimana
mestinya, maka “lterbitkan SKRD secara Jabatan;
(3) Bentuk dan isi{ SKRD sebagaimana dimakisud ayat (2) dxtotdpk n oleh
Kepala Daerah,

Pasal 18
|

7™ Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau

data yang semula belum terungkap yang menyebabkan pnndmunhan jumlah
retribusi yang terutang, dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B XI ~ |
CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
(1) Pambayaran Retribusl Daerah dllakukan di Kac Daerah atau ditempat
laln yang ditunjuk sesual waktu, vyang A&Ltentukan ~dengan
menggunakan 3KRD, SKRD Jabatan dan SKjB tambahan;
(2) Dalam hal pembayaran dllakukan ditempat lain yang ditunjul, maka
hasi | penerimaan Retribus| Daerah harus dlsetor ke Kas|Daerah
selambat-lambatnya | X 2& jam atau aalam waktu yang diténtpkan
oleh Kepala Daerahj;penyimpangan tejhadap ayat ini diwenakmn
sanksi administrasi;

w e (3) Apabila Fembazyaran Retribusi dilakukan sctelah lewat waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal - inl, maks
dikenakan sanksi admnistrasl berups bunga sebezar 2 (dua
persen) dengen man2rbitkan STRD

= ! Pasal 20 ‘
| !
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai; .
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjulk dapat memberikan lzin

kepada wajib Retr“busl untuk mengangshr retribusi sterutang| dalam
jangka Wwaktu tertentu dengan alasan| ‘yang dapat dipevtanggung
jawabkan;
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagalmana dimaksud .pade aypt (2)
sasa! Inl dltetantan oleh Kepala Daerah ;

(4) Kenala Daerah ata
Retribusl untuk menunda pembaydran retribusl sampal batas| waktu

vang ditentukan dengan alasan /ang dath dipertanggung anaakan.ﬁﬁ

| ,',

¢ 1 o s ¢ e e 4 e e e e g e

Halt

Pe jabat vyang dxtun;uk dapat mengizinkan Wajib

g Tp——
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(2)

Hak urmtuk
meiampaui
terhutang
tindak pidena dioij
Fledaluwarsa
(1) pasal Irni
&, dlterblthkan
b. ada

JETIE i

WAVE Y

penga

langsung maupun

Waj:b Retribusi

P2 p et N v
vEtribusi,
sehazihat retrlbusi

tthnwnﬁuh
Surat

e
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BAB
L i AL U
Paszl

VI
WAR'S A
300

ban penagihan retnibusi, kedaluwarsa

walkitu 3 (tiga) Jahun terhltung 'sejak saat
kecual | apabiﬂa Wajib Retribusi melakukan
dang retribusi;
apablla g’ d% el
Feguran atau;
hutang retribusi

tidak langsung.

4
|
waJlb Retribusi’ balk

I
seQagaimana dimaksud
idarl

|

|

BAB XVI1I1I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

H .. ] ¥
vang tidalkk melaksanakan kewaiiban sehingga

merugikan keuanqan daerrah diancam pﬂgana Kurungan pailng lama 6
(enam)  bulan atau denda paling baﬁyak &t (empat) kall jumlah
retribusi yang kurang; ‘ !
Tindak Fidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal a1l adaiah
pelanggaran.

BAb K1 XK

Pe}abatl
Daoral o yang o dlhn
Negery Sipll
Falrifdal déanrafl
Tahun 19381 tenmtang

Pegawa i

Negeri

Ll
EAUAa i Maré dimaﬂ&nw‘ﬂmlam Hnﬂan

FETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12 .

lingkungan PnAPrintah

Ponyidol (Pegawal

pldana dibidanyg

=LA [Momor @

tertentu dl
Khineue  aehagal
peny ldlkan tindak

Sipil
Pl WawWenang
melakukan

Huliumm Acara Pldanaﬂ

Wewenang Penyid,ian sebagaimana dlmamfud pada ayat (!) pgsal 1ni

adal ah .

&0 meEnerima,  mencsrio mengumpulk&n menallti  Keteranggn . atau
laporan berkenaan dengan tlndaP pldana dlbidang retribusi
daerabh agar kelerangan tersebut telr ladl lengkap dar jelas;

L. menelltl, maer
pribadi alau i
sofhubungan deng s

c. omeminta  keters

Badan  sehuburg

daerah;
GLomeme ri A Lrof b

Taln berkérnaan
e, melakukan P

pembukuan, pe

me lakukan penyi
f. memipta bantua
penyidikan
menyuruh
ruangan
dan/atiau
¢ ayat (27
h, memotret ieced

retribucsi
foomemanyg |l Gran

aalagal Terad

ey e
atane

o

~

Cor o dan mengumpul Kan

ar denEan

dengan tindak pldana dibldang revribugl

tindakan pidana dxbldang
duliain g
ll._!. ol
l\ﬁrih

CURER A

mendendi crang
lilakukan
1

Keterangan
dart. tentang Kebenaran perbuatan yang
oot indak pidaba rétrlbusi daerah;
dan Dbahan bukti dari orang
""" tindak  pldana dlnidang

privhadi atau

N an
rﬁ1r1hu$:

|
dokumen
felaerah

=gk, catatan-catatan, dan dolkuinen-

geledahan unHuk - mendapatkan pahan bukti

ncatatan, dan' dokumen-dokumen lain, serta

teaan terhadap bahan bukti tersebut; )
ahli dalam rangka pelaksanaa] TUEdE

n tenaga

retribusi daeral;
malarang Sesearang m'nlgggalkan
°aati memerihsa identita orang

sebagalmana dlmaksud paﬁn Lutlr

atall
pada
dlbaws

nui o dlan
toampat

arn yang
i L

raty

|
: - ge POl oy Lo " ol mpe s
Yang berkaﬂtan dengan tirdak . prdand

dldﬂnhﬂt '\CtﬂiﬂnranYH dati A B
|

A ALEN A
-':\L.ii ‘ll I

Eountuk
flaud

setalah
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(2)

(3)

(2)
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: | |
Keputusan atas permchonan seabagaimana dimaksud pade ayah (

’ .'

-

pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daesrah atau peijabat| yany
ditunjuk pal:ing lama - (tiga)jhulu? sejak  surat  permizhonzn
diterima; . i \ |

Apabila setelah lewat 3 {tliga) hulan sebagaimana  dimakasuld pada

avat (5) pasal ini Yepals Daerab ntau peiabat yvang dituniuk] tidak
memberikan keputusan, . maka mermohonan pembetulan, sengurangar
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administralsi dan

p2mbatalan dianggap dikahulkan, '

BAR XV
B ELERATAHM
~ Pasal 2% i f
‘ ]
| ] |
Wajib Retribusi dapat mengajukan: permohonan keberatan SKRD dan
STRD; , ;
Permohonan Lkeberatan sebagalmana dimgksud ayat (1) pasal ini
di sampalkan secara tertulls kepada Kepala Daerah atau [Iojabat
yang dlitunjuKk pallng lambat 3 (tiga) b#l&n sejak tanggal SKRD dan
STRD; Z
Pengajuan keberatan tldak menunda}pembgyaran;
Permohonan Keberatan sebagalmana dlimaksud ayat (1) dan ayat (2
pasal inl harus dliputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu pallng lama 12 (dua belas) bulax
sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

1

BAB XVI
FENGEMIDAL TAN KELEHIHAN
Pasal 27

Wajlb Retribusi harus mengajukén permcehonan  secara  tertulis
kepada Kepala Daerah wuntuk perhitungan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi; _ ' :

Atas dasar permohonan sebagalmana dimaksud .ayat (1) pasal Ini
atas keleblhan pembayaran retribusi dapat langsung dlperhltwngkan
terlebih dahulu dengan utang. Retribusi~ dan atau lsanksi
administras! berupa bunga oleh Kepala Daerah:
Atas permohonan setagaimana dimaksud| ayaol (2) .pasal [ni Yol
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diparhitungkan
dengan pembayaran retribuci selanjutnya. .

FPasal 2% #

|

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusl vyang masih- tersisa
setelah dilakukan perhltungan sebagalmianra dimaksud pada paspl 27,
dlterbitkan SKPDLB paling lambat ; (sa}u) bulan sejak drtarlimanya
permohonan pengembalian kelebihan wvembayaran retribusl;
Kelebihan Pembawajan reiribusi se@agaimanm dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dikemballkan kepada Wajlb ‘Retrlbust paling lambat |

(¢atu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. b . i
| | o |
| Pasal 29 \!
i . S L N
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam  pasal -27 ayat 2)

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan
retribusi; Wy ; i
Atas perhitungan sebagaimana’ dimaksud dalam pasal 28 ayat (L}
diterbitkanr bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagal bulkti
pembayardn.$f;f : | i
! . i |

. | 1
| |
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39 |
; !
f | l
j. menghentikan penvidikan: | i
K. mglakgkan t1ndak;n.la!n yang  perlyu untuk Kelancaralk !HWvld!}Hn
~tindak pidana dibidang retribusi! dacrah  menurut huicun yany
dapat dipertangzgurg jawabkan; 1
|
(1) Fenyld@k cebagalmana  dimaksud pada ayat (1) pasal fr}
membgrftahukan dimulainya penyldikan dan  menyampaikap hasil
penyidikannya kepada pernuntut umum, sciual dengan ketenwuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor & 1dhun 1981 tentang Hukum Acura
Pidana. t T
|
BAB Xx | |
%ITLNTUAN PENUTUF
Pasal |33
H§!~hal lain yang belum diatur dalam PFeraturan  Dacerah 1o, akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Kebutusan Kepala Daerah .apaniang
|

mengenail

2N

.

pelaksanaannya.

pasal 2
‘ .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ll 30 maka Peraturarn @ Daerah
Kotamad;a Daerah Tingkat 11 Kupang Nomor| 23 Tahun 1997 ten*ang lzin
Trayek, lzln Operasi dan Izin  Fenggunaan/Penutupan Jalan Lol
Kenﬁaraan bermotor di Daerah dinyvatakan tldak berlaku lagi.
Pasal 35 \
Peraturan Daerah ini mulal bevlaku pada tanggal diundanghkan
4 |
“Agar supaya zetiap orang dapat mengetahuinya, memer Intakikan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

»

"

| g

Daarah Kotamadya Daerah

Tlngkat

Il

Kupang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Cpltetapkan ol
pada tangghl

WU ang

1 Agus
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tu-

Ly,
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P caf 1T
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|
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|
Diundangkan dalam Lembargn bGaeral
1 ‘
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* " ENJELASAN ;
ATAS !
PERATURAN DAERAH i
ZOTAMADYA DAERAH TINGKAT;II KUPANG
MOMOR le TAHUN 1598
T E N _'}i‘ A N G
; L
T SRR AT I Ot I I : RT3 I TN S (8
l}'r’iﬁ R . Rsmaus,::"p,’e?ﬂ;' IN TRAYEK;" 3
1121 B R R \ i) ;
|
. UM U M. :
MetELal tEln rrayek mevupakan (adlal satu Jenls retribusi
‘vyang sangat potenstial, karena mémberﬂkan kontribusi yang| cukup
besar bagi pemasukan daerah. :
Sehubungan dquah ltu dengan ﬁltetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997."tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomog@ 20 Tahun 13997 tantang Retribusi Daerah,
7 maka Retribusi jjin Trayek perlu Isesunilkan sehinggni dapat
) menlngkatkan ‘penerimaan asll daerah guna Kelancaran tugas-tugas
/f\ pemerintahan, peiqyanan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan
g demi tercapairnya  Otoneomi  Daerah Tingkat Il vang nyata dan
bertanggunyg iawai, |
11.PASAL DEMI PASAI . !
Pasai | s/d pasal 45 cukup jelas, y
DIMBATLY LENBARAY Daflll FONOR v 048 |
1 Kupang, 31Mel 1999
! Salimnan sesuai dengan aslinya
il ' yang menyalin
Kepala Bagian Hukum e
Setwilda Kodya Dati(w}n’{f i
l’_/,ﬂ?nwwc,&:k) 5 ¥ |
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} O - P e n__a a : \
~ NP, -620 005 421 k
. - t j l
|
i
l [ ‘
; |




